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SELAYANG PANDANG
TANAH LAUT



T
[image: 145 Tanah Laut Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock]anah Laut adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pelaihari yang merupakan pusat kegiatan Kabupaten Tanah Laut (60 Km dari Kota Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan).

Secara geografis terletak pada koordinat 3°30’33”–4°11’38” LS dan 114°30’20”–115°23’31” BT. 

Secara administratif wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 5 kelurahan dan 130 desa. Batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagi berikut : 
· [image: ]Sebelah Utara 	: Kota Banjarbaru 
· Sebelah Timur 	: Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu 
· Sebelah Selatan 	: Laut Jawa 
· Sebelah Barat 	: Laut Jawa
Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km² (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km². 

	


PETA ADMINISTRATIF
KABUPATEN TANAH LAUT
[image: ][image: ]

SEJARAH SINGKAT 
DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT
Diawali dengan terbentuknya Unit Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap (UPPSA) sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 372 Tahun 2003 tentang Pembentukan UPPSA Kabupaten Tanah Laut (ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2003) yang mulai dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2004. Namun dalam penandatanganan perizinan masih harus ditandatangani oleh pimpinan SKPD Teknis yang menjadikan pelayanan terkesan berbelit-belit dan proses penyelesaian pelayanan perizinan menjadi lambat.UPPSA


Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka terbentuklah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) yang dalam pelaksanaannya mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan administrasi perizinan sekaligus menandatangani perizinan yang sebelumnya berada pada masing-masing SKPD Teknis. KP2T


Seiring dengan perkembangan organisasi Kabupaten Tanah Laut telah menyikapi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat  Daerah, sehingga dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).BP2T


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka pada awal tahun 2017 secara resmi kelembagaan BP2T berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

[image: ]DPMPTSP

Pada awal tahun 2021, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, seluruh Kasi yang ada di Bidang dihapus kecuali Kasubbag yang ada pada Sekretariat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2019  tentang Langkah Strategis dan Konkret  Penyederhanaan Birokrasi sebagai tindak lanjut dari 5 (lima) prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 yang salah satunya adalah Penyederhanaan Birokrasi. 


PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 22323 Kode Pos 70814

VISI :

“TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI 
(Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)” 

[image: ]
MOTTO :
“Kepuasan Anda Adalah Prestasi Kami”
MISI :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. 
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI
DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT


[image: ][image: ]

MAKLUMAT PELAYANAN
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KODE ETIK LAYANAN
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TUGAS POKOK, FUNGSI
dan dasar hukum

Tugas pokok
DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas;
e. Pembinaan UPT Dinas;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dasar hukum
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. [image: ]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956); 
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 157);

TINGKAT INVESTASI DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

[image: ]



PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
	TAHUN
	TARGET
	REALISASI

	2018
	1.700.005.000
	1.826.935.285

	2019
	1.880.770.000
	2.262.073.025

	2020
	1.000.400.000
	1.114.606.042

	2021
	1.178.349.000
	1.005.450.504

	2022
	1.700.000.000
	   638.618.020
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	JUMLAH PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
YANG DITERBITKAN

	TAHUN
	JUMLAH PERIZINAN
	JUMLAH NONPERIZINAN
	TOTAL

	2018
	2.005
	1.202
	3.207

	2019
	2.308
	1.465
	3.773

	2020
	2.177
	1.337
	3.474

	2021
	1.270
	1.609
	2.879

	2022
	2.204
	364
	2.568
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SEKRETARIAT
Kegiatan :
[image: ]
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Penyerahan bingkisan kepada ahli waris pendiri Tanah Laut dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Tanah Laut yang ke 57


Acara pemberian kenang-kenangan bagi ASN yang akan Purna Tugas
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[image: ][image: ][image: https://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/upload/kontent/c6130edff0d50ec885a6f0b843add554_pegawai%20teladan.jpg]
Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Diikuti oleh seluruh ASN dan PTT DPMPTSP Kab.Tala

Kegiatan Gotong Rotong (Jumat Bersih) di lingkungan kantor


Kegiatan rutin Apel Pagi sekaligus pemberian penghargaan kepada ASN Teladan yang dipimpin oleh Plt. Kepala DPMPTSP 

Penyerahan Penghargaan Pemberi Pelayanan Terbaik



[image: ][image: ][image: ]
STAN PELAYANAN DPMPTSP KAB. TANAH LAUT 
DALAM RANGKA MEMPERINGATI 
HUT KABUPATEN TANAH LAUT YANG KE 57



BIDANG PENANAMAN MODAL
Kegiatan :BIMBINGAN TEKNIS 
IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA DAN PENGAWASAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA-JULI 2022








[image: https://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/upload/kontent/a81478a5d2c1709d83a356f7397aa64a_293431446_356737313303179_1635118415831415796_n.jpg][image: https://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/upload/kontent/d289ccd8b1056da07ae0bef0120c9054_293266563_357551866555057_5011658996533008419_n.jpg]
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KEGIATAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 
PT MAJU PERKASA INDONESIA
DI DESA BENTOK KAMPUNG KEC. BATI-BATI


BIMTEK IMPLEMENTASI 
PERIZINAN BERUSAHA/PROSES PEMBUATAN NIB MELALUI OSS BAGI BUMDES SE KAB. TANAH LAUT


[image: ][image: ][image: ]
BIMTEK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL UNTUK PELAKU USAHA DI KAB. TANAH LAUT


SOSIALISASI PERIZINAN BERUSAHA/PROSES PEMBUATAN NIB 
MELALUI OSS BAGI BUMDES DESA BATI-BATI KEC. BATI-BATI

[image: ]






		







[image: ]SOSIALISASI PERIZINAN BERUSAHA/PROSES PEMBUATAN NIB UNTUK PELAKU USAHA MELALUI OSS DI DESA RANGGANG KEC. TAKISUNG
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BIDANG data 
informasi dan pengaduan
Kegiatan : 
PUBLIKASI PELAYANAN 
[image: ]
1. FORUM KONSULTASI PUBLIK : 
[image: ]DPMPTSP menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan tujuan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan  Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.



2. MEDIA RADIO: 
[image: ][image: ][image: ]DPMPTSP mempublikasikan layanannya salah satunya dengan media radio. Bentuk layanan yang disajikan adalah melalui talkshow interaktif dan iklan layanan masyarakat dengan menghimbau masyarakat/pelaku usaha untuk melengkapi perizinan usahanya karena mengurus perizinan di DPMPTSP itu mudah.

3. PELAYANAN 
[image: ]KELILING : 
[image: ]																																																																																																																																													


4. SKPD LAYANAN LAINNYA
· [image: ]DINAS PERPUSTAKAAN 
DAN KEARSIPAN 
KAB. TANAH LAUT

· DINAS KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL 
KAB. TANAH LAUT

[image: ]

[image: ]

5. MEDIA MASSA  : 
[image: ][image: ]












 


6. REKLAME/BALIHO/
[image: ]SPANDUK/BANNER : 
[image: ]Reklame/baliho/spanduk/banner juga merupakan salah satu sara penyampaian informasi dan media promosi bagi DPMPTSP dalam menyampaikan informasi, kegiatan dan atau pemberitahuan bagi masyarakat.







7. LEAFLET/BROSUR :
[image: ]Leaflet/brosur menyajikan informasi mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagai penyedia layanan publik
	






8. PAPAN PENGUMUMAN :
Papan pengumuman yang sebagai salah satu 
media yang paling murah, paling diacuhkan, 
dan paling efektif. Oleh karenanya, pada papan 
pengumuman DPMPTSP ditempatkan di depan 
pintu masuk kantor sebagai sarana informasi 
bagi para pelaku usaha yang datang. 

[image: ]
[image: ]








SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan dalam rangka perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku penyedia layanan publik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan.
	No
	Unsur Pelayanan
	Nilai Unsur Pelayanan
	Peringkat

	1 
	Persyaratan 
	3.613
	4

	2 
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur 
	3.453
	7

	3 
	Waktu Penyelesaian
	3.280
	9

	4 
	Biaya/Tarif
	3.673
	3

	5 
	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
	3.420
	8

	6 
	Kompetensi Pelaksana 
	3.593
	5

	7 
	Perilaku Pelaksana
	3.593
	6

	8 
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	3.787
	2

	9 
	Sarana dan Prasarana
	3.807
	1



Unsur SKM Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yaitu :
1. Persyaratan Persyaratan 
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur 
3. Waktu Penyelesaian 
4. Biaya/Tarif 
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
6. Kompetensi Pelaksana 
7. Perilaku Pelaksana 
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
9. Sarana dan prasarana 
[image: ]Pada Triwulan IV Tahun 2022, berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, maka diperoleh hasil survei dengan skor 89,411 dan Mutu Pelayanan termasuk kategori Sangat Baik.





[image: ][image: ]Dokumentasi pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat oleh Pelaku Usaha.



EKSPOSE DAN VALIDASI PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
JAKARTA-NOPEMBER 2022



[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: https://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/upload/kontent/77dbbcbd51297942fd306c02963452b9_WhatsApp%20Image%202022-09-19%20at%2016.12.38(2).jpeg]
PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK 
OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 
DENGAN LOKUS DPMPTSP KABUPATEN TANAH LAUT 
(SELAIN DISDUKPENCAPIL, DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL,)
SENIN 19 SEPTEMBER 2022


BIDANG PERIZINAN 
DAN NONPERIZINAN JASA USAHA 
Kegiatan : 
[image: ][image: ][image: ]
PENERTIBAN REKLAME BERSAMA TIM TEKNIS

PENINJAUAN LOKASI PEMBANGUNAN ALFAMART BERSAMA TIM TEKNIS DI KELURAHAN KARANG TARUNA
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PENERTIBAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET
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PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN DAN KOORDINASI TENTANG IZIN BIDANG KESEHATAN


[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
KEPESERTAAN BIMTEK SIMKADA 
(SISTEM INFORMASI IZIN KAPAL DAERAH TERINTEGRASI OSS RBA) 
∞DISELENGGARAKAN OLEH 
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALSEL∞

PENYERAHAN IZIN KEPADA PELAKU USAHA 
(LAYANAN ANTAR DOKUMEN)


BIDANG PERIZINAN 
DAN NONPERIZINAN TERTENTU
Kegiatan : 
RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN SARANG BURUNG WALET 
DI DESA TABANIO KEC. TAKISUNG
[image: ]
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RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN RI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG 
PELAKSANAAN KESESUAIAN  KEGIATAN PEMANFAATAN TATA RUANG DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG-AGUSTUS 2022

[image: https://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/upload/kontent/dc1b2ffda21095aa1f410659a659db48_299995848_384558053854438_8000134554223380967_n.jpg]















PEMBAHASAN DRAF RAPERDA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN-AGUSTUS 2022

[image: ]
[image: https://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/website/upload/kontent/ea4705e4facb63ad535197eaaea0abf9_WhatsApp%20Image%202022-08-18%20at%2010.43.37.jpeg]
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PENINJAUAN LOKASI
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ALUR Routing
perizinan dan nonperizinan
[image: ]

[image: ]
[image: ][image: Ini dia beberapa Dokumen Lingkungan, Penting - Indonesia Environment &  Energy Center][image: Mengupas Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia - KlikLegal][image: ][image: ]
LOKET PENGAMBILAN
OPERATOR KEPALA
BIDANG
PENDAFTARAN 
LOKET 1, 2, 3, DAN 4

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
(SIPP)
[image: ]
[image: ][image: ]

[image: ][image: ][image: ]
Pemberian Penghargaan Kepada PerusahaanFASILITAS RUANG TUNGGU PELAYANAN DAN 
SARANA BAGI KELOMPOK RENTAN


(yang mentaati ketentuan standar pelayanan dan kooperatif dalam mengurus perizinan)

[image: ]


[image: ][image: ][image: ]

REAKSI CEPAT PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS NETRA (RACAP)
[image: ]
[image: ]

MEDIA
KONSULTASI DAN PENGADUAN
[image: ]
a. WEBSITE DPMPTSP 
(http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/) 






b. E-mail (dpmptsp.tanahlaut@gmail.com)
[image: ]
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c. WHATSAPP (0813-4707-3239)


[image: ]
d. Instagram (dpmptsptanahlaut)
[image: ]


















e. Facebook (Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Tanah Laut)

[image: ]
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f. Youtube 









g. Ruang Konsultasi dan Pengaduan

[image: ]


[image: ]
h. Kotak Saran dan Pengaduan
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Contact Us :

Kantor 	: Jl. A. Syairani No. 36 Pelaihari 
Kab. Tanah Laut
Telp. (0512) 22323 
Fax. (0512) 22323
Email 	: dpmptsptanahlautkab@gmail.com
WA 	: 0813-4707-3239
Instagram 	: dpmptsptanahlaut
Facebook 	: Dinas Penanaman Modal & PTSP 
Kab. Tanah Laut
Youtube    : dpmptsp tanahlaut
Website 	: http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/
[image: ]
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2021


Target     : 931.824.000.000


Realisasi : 773.620.960.000


2022


Target     :     978.415.000.000


Realisasi : 1.422.824.000.000


PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

TARGET	
2018	2019	2020	2021	2022	1700005000	1880770000	1000400000	1178349000	1700000000	REALISASI	
2018	2019	2020	2021	2022	1826935285	2262073025	1114606042	1005450504	638618020	



JUMLAH PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
YANG DITERBITKAN

JUMLAH PERIZINAN	
2018	2019	2020	2021	2022	2005	2308	2177	1270	2204	JUMLAH NON PERIZINAN	
2018	2019	2020	2021	2022	1202	1465	1337	1609	364	
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Gl DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP|
=7/ Jalan A Syairani No. 36 Telp. (0512) 22323 Kode Pos 70814

MAKLUMAT PELAYANAN

1.Kami bersungguh hati menyelenggarakan pelayanan sesuai standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

2.Kami senantiasa melakukan usaha-usaha untuk perbaikan pelayanan yang
diberikan

3.Kami bersedia menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak

sesuai standar.
Pelaihari, 6 Januari 2023

Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut,

1. SUHARYO
NIF. 196405021987031020
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

a PEM. .TAH KABUPATEN TANAH LAUT
b Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

Kode Etik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut :

. Membangun Etos Kerja untuk meningkatkan Kinerja Lembaga

. Bekerja sesuai dengan standar Operasional Prosedur ( SOP )

. Membangun kebersamaan dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
. Taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas

. Siap melaksanakan Budaya Kerja yang Ramah, Rapi dalam berpakaian, Disiplin, Cermat, Inovatif

dan Bertanggung jawab
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Dalam rangka peningkatan
pelayanan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Tanah
Laut belum lama tadi menyeleng-
garakan Forum Konsultasi Publik
Revisi atau Penyusunan SOP dan
Standar Pelayanan DPMPTSP
diaula DPMPTSP setempat.

Yang hadir di forum itu, tokoh
masyarakat, pelaku usaha, lintas
SKPD serta awak media.
Kegiatan  dibuka  Sckretaris

pouas P MY |

H Sukamita
Bupali

NAH

TUNTUNG )

DAL & P

ST JTANAN

DPMPTSP Tala Dwi Anggriani
Menurut Dwi, forum bertu-
juan meminta saran dan masukan

terhadap apa yang sudah
dilakukan di DPMPTSP Tala
dalam memberikan pelayanan

perijinan kepada masyarakat agar
kedepannya dapat lebih optimal
lagi memberikan pelayanan
Diakui, yang dulunya sejum-
lah perijinan ini berada di dinas
dinas namun kini ditarik jadi satu
semua di DPMPTSP. Mau tdak
mau, suka tidak suka hal it

berlaku se Indonesia !
bentuk tim perijir i r g
pan menghindar :
pungutan diluar F
diwajibkan ‘

"Sebagai zona integrit ava |

yang datang
melalui onlir
Dalam
berbagai hal b
aplikasi secara ¢
dapatkan pelay
salah satuny
sejumlah ob
desa, lantas
perijinannya
Dijelaskan Dwi, untuk desa
yang tumbuh obje
harus ditetapkan
desa wisata oleh Di
layak atau
diteruskan
apakah dikel
atau perora
Pada
dilakukan tanya jawab, dan seba-
gai closing statement nya, bahwa
salah satu indikator pelayanan
yang prima  adalah  saat
masyarakat merasakan nyaman
ketika melakukan urusan ke
DPMPTSP. Itu sebabnya pada
kantor DPMPTSP dibuat senya-
man mungkin salah satunya disi-
apkan tempat untuk anak bermain
ketika orang tuanya tengah beru-
rusan. (Diskominfo Tala/baz)

selanjutnya

forum
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Diberikan Kepada

DPM-PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

sebagai
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima
Lingkup DPM-PTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022

Jakarta, 6 Desember 2022
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

H. Abdultah Azwar Anas, M.Si
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